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PERMENKEU RI NOMOR 72/PMK.02/2020 TANGGAL 23 JUNI 2020 (BN TAHUN 2020 NO.683) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 
2010 dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, dan 
untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan 
dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); Perpres RI No. 28 Tahun 
2015 (LN Tahun 2020 No. 51); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No. 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No. 342);  
Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); 
Permenkeu RI No. 78/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 567); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 yang diubah 
sebagai berikut: 

1. ketentuan mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas, yaitu terkait Satuan Biaya 
Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional 
Bus; 

2. ketentuan mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja 
yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai, khususnya terkait Honorarium Pengadaan 
Barang/Jasa, Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Honorarium 
Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Honorarium Tim Penyusunan 
Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Honorarium 
Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, dan Satuan Biaya Pengadaan 
Kendaraan Dinas dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang 
Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi; 

3. ketentuan mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan, yaitu terkait Pengadaan Bahan 
Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), 
Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif 
pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information 
Service (VTIS), Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan Satuan Biaya Tiket 
Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) dalam Penjelasan Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2020 yang Berfungsi Sebagai Estimasi. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 
2020. 

 


